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DINAS I}ERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
Kanror CADIS 2. 'felepon/traksirnile (0556) 22g43 Nunukan 77482

KALIMANTAN TIMUR

KONTRAK S\ryAKELOLA
Nomor : 5241 667 TDISPERTANAK,IXI2O I 2

TENTANG:

PELAKSANAAN PEMBUATAN DATA DASAR PEMBANGTJNAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KABT]PATEN NUNUKAN

ANTARA

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN
PETERNAKAN KABU PATEN NUNUKAN

DENGAN

I,EMtsAG^ PENELITIAN DAN PEN(;ABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS TTASAN UDDIN MAKASSAR

I)ada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan september Tahun dua ribu dua belas, kami yang
bcrtanda tangan di bawah ini:

l. Nama : Ir. H. Yophie F. Wowor

N IP : 19600813 198603 I 010

, Jabatan : Kepala Dinas Dinas pertanian, Tanaman pangan Dan petemakan

Kabupaten Nunukan

Alamat : Jl. RA. Bessing. Kompleks Perkantorelrr GADIS II, Selisun. Kel. Nunukan Selalan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas pertanian, Tanaman pangan Dan petemakan

Kabupaten Nunukan dan selaku pengguna Anggaran (pA) Dinas pertanian, 'l.ananrar pangan Dan
Petcmakan Kabupaten Nunukan Tahun 20 l 2, seranjuhrya disebut pIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Sudirman, M.pi
NIP : 19641212 198903 I 004

Jabatan : Kepala Lembaga penelitian Dan pengabdian Masyarakar

(LP2M) Universitas Hasanuddin Makassar

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Kamprrs L|NHAS Tamalanrea Km. 10, Makassar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan pengabdian Masyarakat
(LP2M) Universitas Hasanuddin Makassar seranjutnya disebut PIHAK KEDUA.

. Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kcrjasama clalarn
pelatr;sanaan pekerjaan l)embuatan Data Dasar Pembangunan petemakan Dan Kesehatan Ilervan Di
Kabupaten Nunultan sebagaimana diatur dalam pasal_pasal berikut:



Pasal I
LINGKUP PEKERJAAN

l-ingkup pekerjaan dalam kontrak swakelola ini meliputi :

I . Pembuatan data simpul-simpul pertumbuhan petemakan

2. Pembuatan peta dan data potensi kesesuaian ekologis lahan pada skala tinjau l:250.000.
3. Pembuatan Peta arahan pengembangan berdasarkan kesesuaian untuk temak (skala I : 250.000)

sebagai peta altematif alokasi perencanaan tala ruang memrrut kepentingan pengembangannya.

4. Pembuatan Peta dan data daya dukung menurut Kec. Nunukan, Kec. Nunukan selatan,
Kec. Sebatik Barat, Kec. Sebatik rimur, Kec. sebatik utar4 Kec. sebatik rengah dan
Kec. Sebatik Induk

5. Pembuatan Peta dan data potensi penyebaran dan pengembangan temak, menurut potensi dan
aksesibilitas dalam batas administrasi Kec. Nrurukan, Kec. Nunukan Selatan,

Kec. Sebatik Barat, Kec. Sebatik rimur, Kec. sebatik Utar4 Kec. sebatik rengah dan
Kcc. Sebatik Induk.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

'langka waktu pelaksanzran pekerjaan adalah sejak ditandatangaainya perjanjian ini sampai dengan
I 5 Desember 20 l2

pasal 3

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

(l) Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimoaa dimaksud dalam pasal l, PIHAK PERTAMA
akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran DpA-sKpD Nomor 2.0r 0r 2r 02 5 2
Dinas Pertanian. Tanaman pangan Dan petemakan tahun 2012.

(2) PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan k:pada pIHAK KEDUA sebagaimana pada pasar r,
sebesrir Rp. 249.842.s00,- (dua ratus cmpat puluh semb an juta delapan ratus empat puruh dua
ribu rupiah) sesuai dengan rencana kerja dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

(l) PIHAK KEDUA dapat mengajukan Uang pesediaan (up)fuang Muka Ke{a (uMK) kepada prI{AK
PERTAMA sebesar 20%o (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan setelah kontrak ditandatangani
kedua belah pihak.

(4) Semua jenis pembayaran yang disalurkan kepada prHAK K_llDUA, rneralui Rekening
Nomor 0098'99'0071 Atas Nama Rektor universitas Hasanuddin Alamat Jl. perintis Kemer<lekaan
Krn. l0 I amalanrea Makassar pada Bank BNI Cabang Makassar.



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(l) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban PIIlA K pERTAMA:

Melakukan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan kepada prHAK KEDTJA sesuai dengan
ketentuan-

Mempertanggungiawabkan selumh pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan yang
dilakukan oleh pIHAK KEDUA.

b. tlak PIHAK pERTAMA:

I Memperoleh seluruh laporan tahapan pelaksanaan kegiatan dari .IHAK KEDUA.
2' Memberikan arahan dan mengawasi pekerjaan yang d,aksanakan oleh pIHAK KEDUA.
J. Memutuskan kontrak swakelola secara sepihak apabila:

a. PIHAK KED,A tidak melaksanakan kegiatan yang nyata setelah menerima upruMK.
b. PIHAK KEDIIA tidak melaporkan peraksanaan kegiatan dan mempertanggungrawabkan

penggunaan keuangan kepada pIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewaj iban PIHAK KEDUA:

l Melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 berdasarkzrn rancangan teknis dan
KAK yang telah ditetapkan.

2. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang d akukan oleh prHAK
PERTAMA.

3 ' Menyelesaikan peke{aan sesuai jadwar penyelesaian peket'aan yang telah ditetapkan.
4' Mengcmbalikan UPfuMK yang sudah tliterima apabila tidak melaksanakan kegiatan secara

nyata di lapangan.

5. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kepada prHAK PERTAMA daram rangkap 2
(dua).

6 Membuat laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA paling lambat empat belas hari setelah
. berzrkhimya kegiatan.

7' Memberikan laporan kepada prtIAK .ERTAMA jika sewaktu-waknr diperlukan.
b. Hak PIHAK KEDUA:

I ' Menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
2. Mendapat arahan dan bimbingan dari pIHAK PERTAMA.
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Pasal 5

PERSE,I,ISIHAN

(l) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantun.l
dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikzrn berhak mengajukan keberatan secara lisan
maupun tulisan.

' (2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan-

(3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak bcrkesepakatan
untuk menunjuli panitia Arbitrase di pengadilan Negeri Nunukan.

(4) Selama proses penyelesaian dengan czua musyawarah atau melalui pengadilan Negeri, tidak dapat
diiadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan peke{aan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

I'asan 6

KEAI}AAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

(l ) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeur) maka ketidakmampuan pItIAK KEDUA untuk
melaksanakan peke{aan bukan merupakan kesalahan.

(2) Keadaan kahar meriputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan,sehingga pIFIAK KEDUA
tidak dapat memenuhi kewaj iban/kegiatan.

(3) Apabila teriadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri
surat pernyataan kahar dari Psmcrintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada pIHAK
PERIAMA paling lambat daram waktu 14 (empat belas) hari sejak tet'adinya keadaan kahar.

Irasatr 7

KETENTUAN TAMBAHAI\I

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupgn segala sesuatu
yang belum diatur dalam perjanj ian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan sahr kesatuan
utuh dengan pe{anjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.
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lksal 3

PIl\t l'nrl'

1lI l)t'riurriian ini dirrvalakur': s8h den mcngikat serlal t--rlaliu scjek tangsal ditandararrgali o1,..6 kctluu

t elalr pihak.

(-lt l)c|iarriian inr tlihtrat 2ldrrl) rirnukap. rnirsinu-rnnsiog herrrutemi ctrkLlp tlun nrerrrili(i kckr'rlir,
hulirrnt r lnr: -saorl.
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